PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAITS{ULH{ FUD{U<LI<
DALAM PROSES PERDAMAIAN
PIHAK BERSENGKETA

\ QsO

=<\ Q

Di ntuk Memenuhi$alah S$dtu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

E— i ada Syariah Program Studi Per n p Fe———

\ lah Ti lImu Isl asa Arab(STIBA sar

\Qz\ —— e\’

Y
= N e "y,

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/2024 M



PENGESAHAN SKRIPSI

Jurnal yang berjudul “PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAIT
SU{LH{ FUD{U<LI< DALAM PROSES PERDAMAIAN PIHAK
BERSENGKETA” disusun oleh NiCO© AKBAR NIM 2074233264, mahasiswa
Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah
diuji dan dipertanankan dalam sidang munagasyah yang diselenggarakan pada hari
Senin 22,Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah
dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai- salahssatu syarat untuk

memperoleh geldr Sagana Hukum.

Makassa’ 21 Safar 1446 H.
26 Agustus 2024 M.

DEWANPENGUIJI

Ketua : Rachmat Bin BagantsTempoykc., MA. . (oo i

Sekretaris : IrsyadiRafi, L¢, HviH.

Munagqisy I~ : DrrKhaerul Agbar, S.Pd., M.E.I

Munagtsy Il : Muhammad Taufan Djafri, Le., M.H.I

Pembimbing 1 : Dr. Rapung, Le. AV AGM K.

Pembimbing Il : Awal Rifal, L¢.; M.H.I.

¢ \\)x\\\ A Makassar,
:Sgi' '
f~ )
gL %/ s \
\\: imadManafi Dain Yunta, L¢., M A., Ph.D




ABSTRAK

Nama : Nico Akbar
NIM : 2074233264
Judul : Perspektif Fikih Islam Terkait S{ulh{ Fud}u>li> Dalam

Proses Perdamaian Pihak Bersengketa

S{ulh} fud}u>li= adalah perdamaian yang eilakukan eleh pihak ketiga tanpa
kewenangan [formalzDalam pandangan Fikihslslam,chukum s{ulh} fud}u>li>
teranggap sah,gkendati, kemudian terjadi perbedaan di“Kalangan fukaha lintas
mazhab akafiigian, prosedui dan Syarat-syaratnya. Penelitianfs bertujuan untuk
mengetahut goandangan ulama fikih® mengenal™ stulhy fudju>1i>_dalam*proses
perdamaian_/pihak bersengketa, = dengan mernggunakan _metode penelitian
pendekatan kualitatifdan metode-kajian pustaka. Hasil'penelitiamtiarmenunjukkan
bahwayttama fikih memiliki pandangan penting mengenai peran @raptketiga dalam
proses perdamaian untuk menyelesaikan pihak bersengketa, deggarimenganalisis
tahkim (arbitsase)qdan s}ulh}| (perdamaian), Dalam“kenteks Thiy, penting untuk
memahami‘konsep:perdamaiain; sengketa; dan-mediasi-dalam ISiam) serta menjaga
tujuan gerdamaian: yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip-_agama. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran
orang keuga dalam menciptakan perdamaian yang harmonis dalam masyarakat.
Penerapan konsepdini juga dibahas dalam konteks jual beli danpernikahan,
menunjukkan adanya analogi antara transaksi yang dilakukan tanpa izin‘ealam
berbagai jenis kontrak. Literatur klasik-menckankan bahwa perdamaian oleh pihak
ketiga dapat dianggap sah dalam situasi<iertentu di mana perdamaian tersebut
memberikan manfaat kepada ftergugat dan tidak merugikan pihak-pihak yang
terlibat.

Kata Kunci: S{ulh} Fud}u=li>, Perdamaian, Tahkim, Mediator, Mediasi
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Abstract

S{ulh} fud}u=li> is a peace-making efforf copducted by a thifd party without
formal authority. In Islamic jurisprudencerthe Jégitimacy of s{ulh} fud}u>li>
is recognized, though' therg' are diiferences/among jurists across various
schools of thoughtiregarding, its specifics, procedures, and conditions. This
study aims to understand the perspectives«f Islamie’jurists on SulhFuduli‘in
the peace pracess 'between disputing parties, using a‘gualitative research
approach and [literature review method. The_results ofthis research indicate
that Islamie-jurists have=significant'views on the roie gisthird parties in the
peace pracess to resolve disputes, analyzing arbitration.and, conciliation s{ulh}.
In this context, it is important to understanditheiconcepts«oT peaceydisputeyand
mediation in Islam, jand t0maintain legitimate peacg.0bjectives in accordance
with religieus—prinetples, | Consequently,, this stady” contributes to the
understanding of the role-of third parties in creating, harmonious peace within
society. The application of this concept is also discussed, in the contexts of
trade and marriage, showing analogies between unauthorzed transactionsyin
various types of contracts. Classical literature'emphasizes that peace made by
a third party can be considered legitimate in certain, situations where such
peace provides benefits to the defendant and does netsharm the involved
parties.

Abstrak

S{ulh} fud¥u=li=radalal perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa
kewenang&n-formal »Oalam pandangan Fikih Islam, hukum s{ulh} fud}u>li>
teranggap’sah, Kendati Kemudian terjadi perbedaan di‘kalangan fukaha lintas
mazhab akan‘fincian, pfosedur dan syarat-syaratnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pandangan ulama fikih'mengenai s}ulh} fud}u>li> dalam
proses percdamaian pihalk bersengketa, “dengan menggunakan metode
penelitian-pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ulama fikih memiliki pandangan penting mengenai peran
orang ketiga dalam proses perdamaian untuk menyelesaikan pihak
bersengketa, dengan menganalisis tahkim (arbitrase) dan s}ulh} (perdamaian).
Dalam Kkonteks ini, penting untuk memahami konsep perdamaian, sengketa,
dan mediasi dalam Islam, serta menjaga tujuan perdamaian yang sah sesuai
dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
kontribusi dalam pemahaman tentang peran orang ketiga dalam menciptakan
perdamaian yang harmonis dalam masyarakat. Penerapan konsep ini juga
dibahas dalam konteks jual beli dan pernikahan, menunjukkan adanya analogi
antara transaksi yang dilakukan tanpa izin dalam berbagai jenis kontrak.
Literatur klasik menekankan bahwa perdamaian oleh pihak ketiga dapat
dianggap sah dalam situasi tertentu di mana perdamaian tersebut memberikan
manfaat kepada tergugat dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.
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PENDAHULUAN

Proses perdamalan antara pihak yang bersengketa dalam konteks fikih Islam
didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip ini
mencakup penghormatan terhadap fiak-hak individu, keadilan, dan penyelesaian konflik
secara damai. Mediator dalam proses,perdamaian dapat’ menjadi alatayang efektif untuk
mencapai tujuan-tujuan, ini,’

Perdamaian (al-S{uth{u) disyariatkan di dalam=Ad4Qur’dn, sunah, dan ijmak
ulama. Hal ttu,agar tercapat kesepakatan sebagai penggantifdari gerselisihan dan agar
permusuhan antgra.dua, pthakedapat dileraikan. Hal tersebai sepeérti tertuang dalam Q.S.
Al-H{ujura>t/4975-

e 32l G 9TET Oy
Terjemahnya:
Dan -agabtla ada dua |golongan orang mukmin perperang, maka
damaikanlah antara keduanya ¢

Perdamdiarisadalah penyesuatan=dan—pengarahan vang .baik * pada pihak
bersangkutan dapat wenyelesaikan masalah dengan cara damat karega-ditemukai.jalan
keluar yang sama-sama tidak merugikan sehingga dapat menciptakan=suasana yang
kondusif. Namung“dalam arti yang lebih luas perdamaian adalahupenyesuaian dan
pengarahan.yang baik dari seorang terhadap penciptanya pada satu pihaky,dan kepada
sesamanya pada pihak yang lain. Hal inisberlaku-bagi keseluruhan hubungan konsentrasi
antara seseorang dan orang lainnya,<ses€prafg dan masyerakat lainnya dan bangsa
lainnya. Singkatnya adalah antara keselurahan unat manusia satu danlainnya dan antara
manusia dan alam semesta. Perdamaiah -yang+juga mencakup. segala bidang kehidupan
fisik, intelektual, akhlak/dan kerohanian. Perdamaian beginilah, yang merupakan ruang
perhatian yang utama dari agama.® Karena salah satu perintah Allah Swt. yang ada dalam
Al-Qur’an yaitu adalah menebarkan kedamaian dan berkomunikasi dengan cara yang
santun. Perdamaian juga merupakan salah satu ciri utama sekaligus misi utama agama
Islam di alam raya ini.*

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti
perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter,

'Hadi Daeng Mapuna, “Islam dan Negara", Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 1
(2017): h. 157.

2Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba 2019), h. 516.

3Agus Sulistiantono, "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara",
Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h 3.

“Eka Hendry, “Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian”, Skripsi (STAIN
Pontianak Press, 2009), h. 151.
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ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari
konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya
sendiri.® Salah satu cara untuk menyelesaikan proses perdamaian pihak bersengketa yaitu
dengan melakukan mediasi.

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah pada pihak luar yang
tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperolehtkesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda
dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan
sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini/para pihak menguasakan kepada
mediator untuk membantu mereka menyelesatkan masalah di antara mereka. Asumsinya
bahwa pihak‘ketiga akan‘mampu mengubah kekuatan dan/dinamika sosial hubungan
konflik dengan cara memengaruhi tingkah laku pribadr para pihak depgan memberikan
pengetahuan atau™informagi, yang Jdebih efektifu.Dengan  demikian, mediator dapat
membantu para pihak untuk-mgayelesaikan persoalan-persgalaf-yang dipersengkstakan.®

Mediator sepagat pihak ketiga melakukan negosiastismgnjaga dan.imengontrol
proses mediasi, méenawarkan alternatif solusi gsecara Bersatmasama para pihak
merumuskan kesegakaten penyelesaian sengketa. Pengamptlan keputusan tidak berada di
tangan_mediator, €t@pt di tangandpara pihak. yang bersengketa.ceberadaan mediator
sebagai pthak ketige; sangatiiergantung pada kepercayaan (trust) yang‘dibartkan para
pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihansantara keduanya.

Mediater—mampu mengarahkan paremuan) pemeriksaan keafah pembicaraan
kearahrpokok penyelesaian=Qich karena itu Mediator harusimemegang-ieguh kerahasiaan
persengketaan maupun identitas pihak-pihak—yang bersengketa. Hasil\ kesepakatan
dirumuskan dalam-bentuk  KOMPROMIS-(eompromise solution), kedua belah pihak
TIDAK.ADAYANG KALAH dan TIDAK ADA YANG MENANG. (etapi sama-sama
MENANG (win-win).’

Kinerja Medtator dalam melakukan proses mediasi ada“beberapa langkah.
Langkah tersebut terdiri atas; pramediasi, sambutan mediater, presentasi,para pihak,
identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masaleh; negosiasi danpeitemuan
terpisah, perumusankesepakatan, pempuatai danfiencatat keputusan akhir, dan penutup
mediasi.® Langkalini harus diikuti mediator<dalam penyelesaian sengketa para pihak
tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, {etapi juga-bagi para pihak yang memilih mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Langkah kerja yang akan ditempuh mediator
dapat juga diberitahukan kepada para-pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri
menghadapi proses mediasi. Dalam fangkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah
yang akan dilalui bersama antara para pihak dengan mediator. Hal ini cukup berarti guna
menepis kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat berbelit dan sulit
diwujudkan.

SRika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar
Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal llmu Hukum 4, no. 2 (2013): h. 217.

6Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui
Negosias, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum, (Rineka Cipta,2008).

8Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,
2001), h. 103.
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Faktor keberhasilan mediasi ada beberapa hal salah satunya ialah kemampuan dari
seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Mediator harus menguasai berbagai
keterampilan dan teknik agar dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan
dapat menawarkan alternatif penyelesaian, mediator harus dapat memetakan apa yang
menjadi penyebab konflik.

Teknik nya antara lain yaitu Attending Skills, Following Skills, Reflecting Skills.
Dan juga teknik dalam melakukan beberapa pertanyaan‘@dalam mediasi kepada para pihak
antara lain; Open Questions (pertanyaan <terbuka), Closed Questions (pertanyaan
tertutup), Clarify Questions (pertanyaan Klarifikasi), Reflective’ Questions (pertanyaan
refleksi), Hypothetical " \Questions, (pertanyaan hipotesis)/ Undirected Questions
(pertanyaan tidak langsung), dan Probing Questions.(pertanyaan pemeriksaan).®

Ada beberapa fenomena yang kadang terjad] dalam sebuah proses mediasi yang
melibatkan campUestangan/gpinak kEtiga, Tidak jarang tertapat kasus-kasus yang ada
pihak gketiga yang melibatkandiri talam persoalan Orang Aaapa diminta ataustanpa
diundang;yang dalam‘istilah/fikih disebut dengan S{ulh{ Fiau=>li>, fenomena ini tentu
saja tidak mengenakkaniatau bahkan bisa saja menambah permeésédlahanyang baru di
antara kedua belailpiiak.

Penelitian nipertujtan,untuk mengetahui status pihak orangi\ketige dalam proses
perdaimaian pihakhersengketa

TJenis Renelitian
Jenis ‘penelitian yang digunakan-penutis-adalah jenis penelitianskuoalitatif, yaitu
jenis penelitian<yang menggali pemikiran-seseerang dengan atatr pandangan kelompok
tentang.sesuatu: melalui-data-data kepustakaan yang representatif dan relevan,dengan
objek penelitian “sehingoa | penelitian ini merupakan penelitian literer atau library
research, yaitu teknik penilitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan
buku, jurnal dan beberapadtulisan lain yang terkait dengan penclitian penuiis.

2. Metode Pendgkatan
Metode penelitian yang digunakap<ofei pefiulis dalam menyelesaikan penelitian
ini adalah sebagal berikut:

a. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejalasosial dalam
masyarakat.'* Maka,dalam hal penulis mengamati sejauh mana peran mediator dalam
penyelesaian sengketa.

b. Pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan
yang diteliti.'?

3. Metode Pengumpulan Data

*Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h 90-91.

OAfifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.

1Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Cet I; Mataram, Mataram University Press, 2020), h. 87.

12Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi I, (Cet. Il; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian

pustaka (Library Resesarch).®® Yakni teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses
penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai
macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a.

b.

Membaca sejumlah buku yang membahas tentang hukum seputar peran mediator
dalam proses perdamaian.

Mendapatkan data berupa infarmasi dengan membpaca sejumlah literatur atau karya
ilmiah serta media=media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum
mediator dalam proses\perdamaian.

Mengumpuikan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan
dengan fokusdan tujuan pepelitianiSerta menerjeniahkan (jika kitala'berbahasa arab)
dan memilih atau mengambil (€rhadap beberapasisi” Kitab yang Dberkaitan dengan
permasalahan peneljtiane

Mempereleh darj beberapd/pihak instansi baik yang bergesak,dari sektorpemerintah
maupun swastal Degupa” informa sii mengenai intervensi=frédiator “dalam proses
perdamaian, #iltsk mengetahui ‘apakah hal’ tersebut diboleftkan ditinjau dari fikih
islam.

4. Penelitian Terdahulu

Sebuah skripsiang ditulis oleh Agu$ Suliastiatonp dengan judul “Ptrdamaian Dalam
Perspektif, Al=Qur’ anwKajian Atas Penafsiran Vufasir Nusantara'=%SKripsistersebut
berfokus pada konsep perdamaian datam' Al-Qurian dan penafsiranrmufasir Nusantara
yang menekankan bagatmana Al-Quran-dan-Hadis. Sedangkanipenelitian ini berfokus
pada-peran‘orang ketiga dalam penyelesaian sengketa dart perspektif fikih Islam
dengan pendeKatan. kKomparatif dari berbagai mazhab untuk ménganalisis tahkim
(arbitrase) dan.sfulh{ (perdamaian). Jadi, perbedaannya terletakypada fokus kajian,
bahwa Skripst Agus Suliastiatono fokus pada kajian (Al-Qui'an dan tafsir), sedangkan
penelitian ini fokus pada kajian (peran orang ketiga).

Sebuah skripsi yanig ditulis oleh Ahmad<FryMuslim HD. Skripsi, ini berjudul “Pesan
Perdamaian dalam Al-Qur’an (Kajian<Tah}lixli> Terhadap QS."Al-Nisa/4: 86)”.1°
Skripsi terbebut berfokus pada dmplementasi tentang pesan perdamaian dalam
kehidupan sehari-harif Sedangkan penelitiantini mengeksplorasi peran-orang ketiga
dalam proses perdamaian menurut-perspektififikih Islam, menggunakan pendekatan
komparatif dari bgrbagal mazhab. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian,
Skripsi Ahmad Tri Muslim HD pada kajian (pesan percamaian dalam Al-Qur'an),
sedangkan skripsi kami fokus pada kajian (peran orang ketiga dalam penyelesaian
sengketa).

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain Ahmad dengan judul (Peranan Mediator
Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar

13Raihan, Metodologi Penelitian, Universitas Islam Jakarta (Jakarta, 2017), h. 137.
14Agus Sulistiantono, "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir

Nusantara”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

5Ahmad Tri Muslim HD, “Pesan Perdamaian dalam Al-Qur’an (Kajian Tah}li>li> Terhadap QS. Al-

Nisa>’/4: 86)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017).
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Kelas 1a).1® Skripsi tersebut berfokus pada peran mediator dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, dengan penekanan pada
proses mediasi formal dan efektivitasnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada
peran orang ketiga dalam proses perdamaian dari perspektif fikih Islam. Jadi,
perbedaannya terletak pada fokus kajian, bahwa Zulkarnain Ahmad fokus pada
mediasi formal di pengadilan, sedangkan skripsi kami fokus pada konsep fikih tentang
peran orang ketiga.

d. Jurnal yang di tulis Ahmad Muflikhudin “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian
Sengketa Dalam Mulamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”.*” Jurnal Ahmad
Muflikhudin berfokus\pada akad al-S{ulh} sebagai metode penyelesaian sengketa
dalam muamalat menurut Imam Jala=luddi>n al-Suyu>ti>, dengan pendekatan studi
pustaka. Sedangkan penelitian thi berfokus pada peran orang ketiga dalam proses
perdamaian menurut perspektif Ufema fikin ‘daci,erbagai mazhab, menggunakan
pendekatan komparatifdaa analists fikih yang lebih fuas. Jadi, perbedaannya ierletak
pada fokus kajian, bahwe//jurnal Ahmad Muflikhudin 9okus, pada kajian*(akad al-
S{ulh{), sedangkan penetitian fokus pada kajian (peran orang keigya).

€. Sebuah skripseyaug ditulis,oleh \T. Indra Putra. Skaipsi imcberjudul “Perdamaian
Dalam Penibagien Harta Warisan Menurut Hukum Islam, (SthdirKasus Kelurahan
Selatpanjang Timir Kecamatan Tebing Tinggi)”.*® SkFipsi T. In@ra.Rutra berfokus
pada perdapiaialdalamypembagian_harta warisan di masyarakat ‘Selatganjang Timur,
meneliti faktor-faktor penyebab, bentuk, dan pelaksanaannya meritiut.\hukum Islam.
Sedangkan pegnelitianini“berfokus|pada peran orang ketiga'dalamepreases perdamaian
dari perspektif, ulama_fikih, menggunakan—pendekatan, kompatatié dari berbagai
mazhab. Jadiijpeibedaannya terletak-pada-fokus-kajian, bahwa Skripsi 7. Indra Putra
fokusspada kajian(pembagian warisan), sedangkan penelitian ini bgkiokus pada,kajian
(peran orang ketigay):

PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Teatang Perdamaian, Sengketa, Mediater, dan Mediasi
Perdamaian’secara bahasa disebui alsS{ulh}, menurut Ihnu Faris ia merupakan
satu istilah kebalikan dari al-Fased (kefusakan).*® Disebutkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, perdamaian bermakna berhienti permusuhan dan tidak ada perang,
yang sejalan dengan prinsip dasar dalam fikib'islam untuk.menghindari konflik dan
menjaga keharmonisan.?® Adapun’ makna perdamaian/ al-S{ulh} secara istilah,

16Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, and Ashar Sinilele, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Ekonomi Syariah UIN
Alauddin Makassar, 2021).

"Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut
Imam Jalaludin As-Suyuti"’, As-Salam, Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 9 no.1 (2020).

8T, Indra Putra, "Perdamaian Dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus
Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi", Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syari‘ah dan Hukum Islam UIN Sultan
Syarif Kasim Riau, 2010).

¥ Ahmad bin Faris al-Qazwaini, Mu jam Magayis al-Lughah, Tahgig: Abd al-Salam Muhammad Harun, Juz.
3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 303.

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2018), h. 321.
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menurut Ibnu ‘Arafah al-S{ulh} adalah proses keluar dari aduan dengan memberi
kompensasi/ganti.?!

Dalam fikih Islam, konsep perdamaian (s}ulh}) sering kali lebih dekat dengan
perdamaian positif, maka upaya rekonsiliasi dan keharmonisan diutamakan.?

1. Dasar Hukum Perdamaian
a. Al-Qur’an
Allah berfirman dalam Q.S. Al- H{ujura>t/49' Q.

gw@ww y\y@b\wqumwuw\” BEUIRC FHVNT

it i O a8 0y iy 55I86 S0 Dl 1 ) 22

z

k

Terjemahnya:
Dan apabila,ada dua, gelongan orang (mukiaia befperang,«4maka damaikanlah
antara keduanyd. Jika salah Satu'keduanya berbuiat zatim terhadap (gclengan)
yang,lain, maka.perangilah (golongan) yang berbuatzatinyity, sehingga golongan
itu kembali Kepada™ perintah Allah. Jika golongan i i€kah, kembali (kepada
perintah Adlak), 'maka damaikanlah antara keduanya dengan adiy. Sungguh, Allah
mencintai, orang-orang yang berlaku adil.”®

b. Hadis
Hadis yang diriwayatkan olehyAbU> Hurairah tentang sabda Rasulullah saw:

(;“'/ L>=L,a ‘ﬁ“ ‘J,ﬂ;— M‘ g9 }cl«a.“ JU (,l,w 4:1:9 ‘ k;Lo 4)5‘ J}M) d‘ (.OJJJA j—" 633)

o (Go sl iara st 5 Yols

Artinya:
Perdamaian antara kaum Muslimin itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Diriwayatkan oleh al-

Tirmiz\i>).
c. Ijmak
Ibnu Qudamah al-Maqdisi menegaskan:
a5y W TE S0 Ladialy 80, (GESS o @ﬁ‘vs oda 8 Al s L BV e,
25 s8]

Terjemahnya:

2bnu ‘Arafah al-Maliki, Syarh al-Hudud, (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-IImiyah, 1350 H), h. 421.

ZAhmad Nurcholish, Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur, (Jakarta: Elex Media
Komputindo), h. 15.

2ZKementrian Agama R.l., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.

2Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa al-D{oha>k, Sunan al-Tirmiz\i>, Juz 3 (Cet; Il, Mesir:
Syirkah Maktabah wa Mat}ba’ah al-Ba>bi al-Halbi>, 1390 H/1970 M), h. 626.

25<Abdulla>h bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Magdisi, al-Mugni>, Juz 7 (Cet; 11, Riyadh:
Da>r ‘A>lim al-Kutub Li> al-T {oba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’), 1417 H/1997 M), h. 5.
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Ulama sepakat tentang diperbolehkannya perdamaian dalam jenis-jenis yang telah
kami sebutkan, dan masing-masing jenis tersebut memiliki bab tersendiri di
dalamnya, dan disebutkan hukum-hukumnya pada setiap babnya.

2. Jenis-jenis Perdamaian
a. Perdamaian dalam Tindak Pidana (Jinayah)

Perdamaian dalam Tindak Pidana (jinayah) mencakup perdamaian dalam kasus
pembunuhan, penganiayaan, perlukaan, dan‘kekerasan lainnya. Perdamaian dilakukan
dengan melibatkan diyat (denda/tebusan) kepada korban/keluarganya sebagai ganti dari
hukuman kisas (balasan ‘setimpal).

Bagi qelaku tindak penganiayaan dibolehkan untuk melakukam perdamaian
dengan membayar diyat (denda) kepaarkorbanatau walinya (keluargackorban) sebagai
pengganti dari hukuman kisas (halasan setimpal) jika kettra-belah pihak rela.?

b. Perdamaian dalam Transaksi Ivittamalat

Perdamaian , dalam Jransaksi Muamalat mencakup=perdamaian dalam kasus
sengketa jual-beli,/ sewa=menyewa, utang-piutang, perkongsian/bisnis,cdan transaksi
ekonomi lainnya.Pefdamaianidilakukan untuk menghindari perselisinan berkepanjangan
dengan cara sakng mengalah ataumenukar hak.

Diperbalehkan melakukan perdamaian (siulh}) dalam transaksi myamalat seperti
jual-beli, sewa-menyewa, perkongsian bisnis,”dan lainnya dengan cara Sating mengalah
atau menukar-kak-demi menghindari-persengketaan-yang berkepanjanean, dengan syarat
tidak-adaspitak yang difugikan.?’

c. Perdamaiah dalam Masalah Keluarga/Pernikahan (Munakahat)

Perdamaian? dalam masalah._keluarga/pernikahan(munakahat) mencakup
perdamaian dalam “kasus percekcokan rumah tangga, perpecahan suamikistriy, masalah
nafkah, hak asuh”anakgsdan sengketa keluarga lainnya. Perdamaian-QErtujuan tntuk
meredam konflik dan'mencapai kesepakatan damai.

Diperbolehkan melakukan perdamaian (s}ulh}) dalam masalahykeluarga dan
pernikahan (munakahat)‘seperti sengketa rumah tangga, masalah nafkah istrijshak asuh
anak ®dan lainnya, dengan tujuan unfuk-<meredam konflik dan mencapai kesepakatan
damai di antara pilak-pihak yang bersengkeid.?

d. Perdamaian.dalam Masalah Waris

Perdamaian dalam 'masalah waris mencakup perdamaian dalam sengketa
pembagian harta warisah di antara pare ahli waris. Perdamaiandilakukan dengan cara
saling mengalah, menukar bagian, atau membagi secara adil atas dasar kerelaan bersama.

Perdamaian dalam 'masalah pembagian harta waris bagi ahli waris yaitu
diperbolehkan. Yakni, dalam hal ini masing-masing pihak dapat saling mengalah atau
menukar bagiannya.?

26<Abdulla>h bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Magdisi, al-Mugni>, Juz 8 (Cet; I, Riyadh,
Maktabah al-Qa>hirah, 1388-1389 H/1968-1969 M), h. 513-515.

Z’Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Rusyd al-Qurt}ubi>, Bida>yah al-
mujtahid wa Niha>yah al-mugtas{id, Juz 4 (Kairo: Da>r al-H{adi>s} 1425 H/2004 M), h. 192-211.

ZAh}mad bin ‘Ali> bin Hajar al-Asga>la>ni>, Fath} al-Ba>ri>, Juz 9, (Cet I; Mesir: al-Maktabah al-
Salafiyyah, 1380-1390 H), h. 159-183.

29¢Abdulla>h bin Ah}mad bin Muhammad bin Quda>mah al-Maqdisi, al-Mugni>, Juz 8 (Cet; I, t.t.,
Maktabah al-Qa>hirah, 1388-1389 H/1968-1969 M), h. 325-342.
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e. Perdamaian dalam Peperangan (Siyar)

Mencakup perdamaian seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau
pengakhiran peperangan antara dua kubu yang bermusuhan. Bertujuan untuk
menghentikan pertumpahan darah dan mencapai kedamaian.

Diperbolehkan melakukan perdamaian dengan pihak musuh dalam keadaan
perang, baik berupa gencatan senjata, perjanjian damai, ataupun pengakhiran peperangan
seluruhnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian'serta terhindar dari pertumpahan
darah yang lebih banyak.*

3. Syarat dan Rukun Perdamaian dalam Islam
a. KecakapaniHukum ParaPihak (al-Ahliyyah)

Para pihak yang terlibat dalam [sulz harus _memiliki kecakapan hukum, yaitu
dewasa (balig), berakal (akil), dan tidak berada di-bavyahi fergampuan (tidak diawasi).
Mereka harus mampu memahamidan menyetujui kesepakaiap®yang dibuat. 3t
b. Adanyaujab dan Kabul (Pénawaran dan Penerimaan)

ljab dan kahul'adetah proses verbal atau tertulis di manakeduda pinak menyatakan
kesepakatan mereka~Tanpa ijab dankabul, tidak ada kontrak yang-eiakui. Proses ijab dan
kabul biasanyardilakukan dalanm berbagai transaksi seperti jual.beliysevwia menyewa,atau
perjanjian-lainnya. Penting tntuk memastikan bahwa ijab*dan kabuldilakukan dengan
jelas dan sesuai‘defigan ketentuan hukum yang berlaku.®
c. Obyek Pergasiaian yang Jelas

Obyek atau subyekyang menjadi bahan pertamaianiharusielas-dar dipahamiroleh
kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam-obyek- dapat menyebabkan kesalahpahaman,
yang berpotensi-menimbutkan konflikiyang-tidak-perlu dan merugikan ketua belah pihak.
Oleh karena itd, sangat penting untuk menjelaskan dengan rinci obyek\yangpmenijadi
bahan perdamaian agartércipta pemahaman yang sama antara Kedua betal pihak.™
d. Tujuan Perdamaian yang Sah

Tujuaaddari sulz harus sah menurut syariah, tidak boleh.mengandtng.hal-hal yang
diharamkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam:Hal ini penting untuk
memastikan bahwa Kesepakatan yang-<dicapair<dalam perjanjian sulZz tidak melanggar
aturan agama dandnilai-nilai Islam yarg<dijunjung tinggi. Dengan demikian, sul/z dapat
menjadi sarand untuk menciptakan <perdamatan. dan keadilan sesualdengan ajaran
Islam.34
e. Tidak Bertentangan dengan Syariah

Kesepakatan yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan,syariah. Kesepakatan
yang melanggar hukum syariah akan dianggap batal. Hal ini penting untuk memastikan

%Muhammad bin Ah{mad bin Abi> Sahl al-Sarakhsi>, Syarh al-Siyar al-Kabi>r, (t.t., al-Syirkah al-
Syargiyyah Li> al-I’la>na>t, 1971 M), h. 162-201.

3L<Ali> H{aidar Khuwa>jah Ami>n Afandi>, Durar al-H{ukka>m Fi> Syarh} Majallah al-Ahka>m, Juz 4
(Cet; 1: t.t., Da>r al-Ji>l, 1411 H/1991 M), h. 19.

32¢ Ala>uddi>n bin Abu> Bakr bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni> al-Hanafi>, Bada>I" al-S}ana>I" Fi> Tarti>b al-
Syara>1’,Juz 6 (Cet; 1: t.t., Da>r al-‘Iimiyyah, 1327-1328 H), h. 40.

33Gyams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad al-z\ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t
al-Ma>sya>hir wa al-4 la>m, Juz 26 (Cet; t.t., al-Maktabah al-Taufi>giyyah, t.th.), h. 185.

3 Abu> Ali> Miskawaih al-Ra>zi>, Taja>rab al-Umam wa Ta’a>qgab al-Humam, Juz 6 (Cet I; Tuhra>n,
Da>r Suru>sy, 2000-2002 M), h. 199.
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bahwa segala transaksi dan perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam agar dapat diakui secara sah. Kesepakatan yang tidak mematuhi
ketentuan syariah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pihak
yang terlibat.®

Rukun dan syarat perdamaian (sul%z) dalam hukum Islam saling berkaitan dan
melengkapi. Rukun memastikan struktur @asar dan eksistensi akad, sementara Syarat
memastikan bahwa semua elemen tersebutimemenuhi Kondisi-kondisi tertentu untuk sah
dan mengikat secara hukum. Kesamaan antara rukun dan syarat_ terletak pada elemen-
elemen fundamental seperti pihak yang terlibat, obyek perdamaian, dan tujuan yang sah.
Perbedaannya terletak pada fokus: rukun lebih ke aspek eksistensi akad, sementara syarat
ke kondisi yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut.

Islam sebagai agama damai yang sesungguhiriya tidak membenarkan adanya
praktek kekerasan. €ara-cararadikal untuk mencapaidujuian politis atatr mempertahankan
apa yang dianggap sakral“eukanlah Cara-cara yang Islami, Di-dalam tradisi peradaban
Islam sendiki juga tidak-dikenal adanya label radikalisme.“Adlahy berfirman.datam Q.S.
Al-Anbiya>"/21: 107:

o oW
)
-

— g -0 ¥ % ‘0/ o -~
M 4.?‘) ‘}11 ddl.w)\ Léj

Terjemahnya;
Dan Kami“ftdak mengutus engkad,(Muhammad) melainkan-untuk (menjadi)
rahmet bagi selufuh.alam

Setelali menjelaskan tentang perdameian, maka penelitivakan membahas tentang
sengketa, mediator ‘dan-mediasi:

Sengkefa atau dispute, Menurut J.G. Merills, adalah kesalahpaliaman mengenai
suatu fakta, hukumgatau kebijakan.®” Jhon Collier Vanghan Lowewmembedakan antara
konflik (confliet) dan sengketa (dispute). Konflik diartikan sebagai stkap permusuhan
secara umum di antarapara pihak dan pbiasanya tidak fokus:-Sementara tuy,sengketa
diartikan secara khusus sebagai kesalahpahaman para pihak sehingga mengajukan-klaim,
klaim tandingan, penyangkalan, dan sebagainya,*

Penyelesatan sengketa alternatif mempunyal kadar keterikatan, kepada aturan
main yang hervariasi, dafi yang paling kaku dalam menjalankan aturan‘main sampai
kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting.yang berkaitan dengan pelaksanaan
kerja penyelesaian sengketa alternatifjuga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu :
a. apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang

tampil;
b. apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif tertentu wajib dilakukan
oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;

BMus}}afa al-Khin wa Mus}t}afa al-Buga wa ‘Ali> al-Syirbiji>, al-Figh al-Manhaji> ‘Ala> Maz\hab al -
Ima>m al-Sya>fi'i>1I, Juz 6 (Cet IV; Damaskus, Da>r al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 181.

36K ementrian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331.

37, G. Merills, International Dispute Settlement. 5ted, (Cambridge: Cambridgr University Press, 2011), h.
1.

%putra dan Eka An Agimuddin, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses,
(Yogyakarta: Graha llmu, 2011), h. 3.
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apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;

apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;

apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;

apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.%

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang
bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah
memenubhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
haruslah efisien dari segi waktu;
haruslah hemat biaya;
haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnyajangan terlalu jauh;
haruslah melindungi hak-hak dari para pihakyang bersengketa;
haruslah dapat.menghasilkap puttusan yang adil danyujur;
badan atau orang yang, menyglesaikan sengketa Tarpslah terpercaya di mata
magyarakat dan di matdpaiapinak yang bersengketa;
putusannya harus final danmengikat;

. putusannya-haruslah, dapat bahkan mudah dieksekusi

i. putusannya harusiah sestiai dengan perasean/ keadilan dar komuniti di mana
penyelesaianseigketa alternatiftersebut terdapat. 4

Mediatar adalah pihakeketiga yang membantu penyelesaian Sangketa para pihak,
yang mana ia_ttdak, melakukan intervensi-terhadap pengembitan kepuiwsan. Mediator
menjembatant=pertemuan para pihak;j/melakukan negosisasi, menjaga dan mengontrol
proses negosiasiy menawarkan alternatif solusi dan secara=bersamassafia para“pihak
merumuskan\ kesepakatan penyelesaian-sengketa. | Meskipun mediatos, terlibat dalam
menawarkan ;sotust. danmerumuskan-kesepakatan, bukan Derarti ia yang’ menentukan
hasil kesepakatans Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang, bersengketa.

Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para,pihak-gersedia duduk

bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.**

Dalam@Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: “Mediator:
perantaras(penghubung,penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.*?

Persyaratan imenjadi mediator;. hatus<didukung oleh persyaratan lain yang
berkaitan dengandpara pihak dan permasalahan. yang dipersengketakan oleh mereka.

Persyaratan lain terdiri atas:

a. Keberadaan mediator disetujui oleh<kedua belah pihak Persetujuan kedua belah pihak
merupakan syarat utama yang harus.dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan
melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika
salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak
akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada
dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan
sengketa mereka.

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa Mediator adalah orang yang netral

ShD OO

~D o0 o

39 eo Kanowitz. Alternatif Dispute Resolution (ADR), (t.t., t.p., t.th.), h. 34.

4% eo Kanowitz. Alternatif Dispute Resolution (ADR), h. 34-35.

41Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, h. 59.
42Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 932.
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dan independen dalam menjalankan mediasi. la tidak boleh memiliki hubungan darah
atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam
mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah
atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif,
karena keterikatan emosional.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa Keterkaitan
mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya
proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut. memengaruhi seorang
mediator untuk bertindak netral dalam mencari/dan menawarkan solusi terhadap
penyelesaian sengketa para pihak.

d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan fain terhadap kesepakatan
para pihak ‘Mediator harus hénar:henar menjamity bahwa proses mediasi yang
dilakukannya bebas dari/kepghtingan financiahmawpun nonfinansial terhadap proses
mediasi. la tidak mermiikinkepentingan: material apagpuh-terhadap mediasiy baik
mediasintersebut berhasil’atau pun gagal.

e. Tidak memiliki/kepentingan terhadap proses perundingan=maupun hasiinya Dalam
menjalankan pi0ses mediaSiktahap.demi tahap, mediator ditunttt untuk selalu menjaga
independensinyaysampai pada penyelesaian akhir sengketar’42 harus maimpu
menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awalsSsampai akhir,\karena bila ia
mengabaikar¥ hal,ini skemungkinan besar mediasi akan gagakdi tengah«jalan.*®

Dalam=menjalankan proses mediasitahap demi tahap, mediator dituntut untuk
selalummenjaga andependensinya sampai pada penyelesaian=akhir sepgketar-la~harus
mampu menunjtkkan netralitas kepada-pare pihak sejak awal sampaiiakhiy, karena bila
ia mengabaikan-hatiniykemungkinan‘besarmediasy akan gagal dittengah jalan.

Kata “mediasi”’ “adalah sebuah ungkapan yang diberi makna sebagai, proses
péngikutsertaan prhak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisthan, yang.kedudukannya
sebagai penasihatgdia tidak mempunyal wewenang untuk memberi, keputusan dalam
menyelesaikan'perselisinam*

Keberadaan mediasi digunakan ' dalam_penyelesaian “perselisinan yang tidak
mengikat dan melibatkan pihak ketiga yang fnetral untuk menceba membantu pihak
berselisih mencapali solusi yang saling-gisatugud.*

Dalam Kkonsep peradilan, mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian,
dengan mengdgunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.™

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatii penyelesaian sengketa.
Tujuan mediasi adalah menyelesaiken sengketa antara para pihak dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral dan imparsial (adil). Mediasi dapat mengantarkan para pihak
pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian
sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak
ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penu
dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam

43Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, h. 62.
“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 932.

4Garner (ed), Bryan A., Black’s Law Dictionary Ninth Edition, (USA; Thomson Reuters, 2009), h. 1070.
46Basri, Cik Hasan., Peradilan Agama di Ind onesia, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003), h. 13.
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mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi

guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.Penyelesaian sengketa memang sulit

dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal
utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-
kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya.

Proses mediasi memiliki tujuan untuk:

a. Membantu mencarikan jalan Keluar/alternatif penyelésaian atas sengketa yang timbul
di antara para pihak yang disepakati; dan dapat diterima gleh para pihak yang
bersengketa.

b. Menjalin komunikasi‘yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.

c. Menjadikan, para pihak yang [bersengketa dapat mendengar,memahami
alasan/penjelasan/argumentasi_ “yangl menjadi , desar/pertimbangan pihak yang
bersengketa

d. Memahami kekurapganskelebvhan sertar kekuatan “®agsing- masing, dan _hal ini
diharapkan dapat mendgkatkan cara pandang dari pihaks= pihak yang bersengketa,
menuju suatu kompromivyang dapat diterima parapinak.*’

Apabila sugah tercapai, persetujuan di @ntara para pihak; maka hakim tinggal
mienguatkan yang dalem amar putusan menjatuhkan pugdsan sesuaigengan isi persetujuan
perdamaian dengan diktum (ainar), yaitu “Menghukum_para pihal untitk menaati dan
melaksanakan_“ist”, persetujuan perdamaian”. Amar ‘putusan <elanjutnya adalah
“menghukun=paia pihak membayarbiaya)perkaradengan ditanggumg masing-masing
pihakisecara ‘sama hesar’

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamian antara lain adalah:

a. Persetujuan para.pihak, Syarat pertama-iai-berasii pihak yangbersangkutan bersama-
sama<menyetujui,dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan galam hal
it dating dari para_pihak sendiri dan bukan hasil paksaan daripihak+ain.

b. Putusan Perdamaian mengakhiri sengketa, putusan perdamaian benar-benar
mengakhiri@sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. “Suatu putusan
perdamatan tidak mengakhiri sengketa secara tuntas, antara pihak yang bersengketa
dianggap tidak memenunhi syarat formal:

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada; atifnya putusan perdamaian hanya bisa
dilaksanakan terhadap sengketa memang sudah terjadi.

d. Berbentulktertulis, untuk' mendapatkan kekuaten hukum yang memadai, maka bentuk
tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.*®

B. Pandangan Fikih Islam/Tentang Hukum S}ulh} Fud}u>li> Dalam Perdamaian
Pihak Bersengketa
Secara bahasa, fudali berarti orang yang ikut campur pada sesuatu yang bukan
urusannya (kepentingannya).*® Sementara secara istilah ia berarti orang yang ikut campur
dalam milik orang lain, bukan karena alasan wakalah dan tidak pula karena perwalian.>

4M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka, 1995), h. 273-276.

48M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h. 273-276.

“lprahi>m Mus}t}a>fa>, et, al, al-Mu ’ja>m al-Wasi>t}, Juz. 2 (Da>r al-Da’wah, t.th), h. 693.

S0Muh}ammad Qal’aji, et, al, Mu jam Lughah al-Fugaha, (Cet. Il; Dar-al-Nafais, 1408 H/1988 M), h. 347.
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Adapun S{ulh} Fud}u>li,> maka ia bermakna perdamaian yang dilakukan oleh
pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam proses
perdamaian, bukan karena alasan wakalah dan tidak pula perwalian. Contoh dari situasi
ini, ketika dua pihak sedang bersengketa, seorang dari pihak ketiga mencoba menengahi
tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa; ini disebut sebagai s}ulh}
fudju>li>.

Terkait masalah s}ulh} fud}u>li>"ini, para fukaha sepakat akan teranggapnya
s}ulh} yang dilakukan oleh seorang fud}u>li>, akan tetapi mereka berbeda pendapat akan
kandungan dan rincian‘dari sjulh} fud}u>[i> tersebut.>

1. Menurut Mazhab Hanafi.

Menurut:Mazhab Hanafiyah, sulh fuduli hukumipya boleh mengrut kesepakatan
para fukaha. Imam al-Tarablisi menyatakan: “Para-ulama s¢pakat hahwa sulh fuduli itu
hukumaiya boleh...”.>? Namuardalam mazhah, persoalangni/terdapat padanya.sincian
sebagai berikut:

a. Jika pihakfuduli Tty ‘menisbatkan/menyandarkan jperdamatan&epada“dirinya; maka
dalam kondisi<ini.perdamaian yang dia lakukan diangoap saf-danpihak fudhuli itu
berkewajiban menyerahkan kompensasi-bagi perdamaian tersebut-(jika dia memioeri
jaminan), sedangkan jika'dia tidak menjamin atau tidak"menisbatkan perdamaian itu
kepada harta“dan, tanggungannya, maka-tidak ada hak: bagis@ia @ntuk-membebankan
pihak tergueatlinudda’a “alaihi) genganmembayar kompensasi perfamaian yang dia
lakukan.

b. Jika pihak fodju>li> itu_menishatkan-perdamaian yang dia lakukan kepada pihak
tergugat; maka-dalamkondisi ini terdapat rincian:

1) Pihek fudjo=li>"menjamin kompensasi perdamaian dengan menhdatakai,kepada
pihak penggugat: “Si fulan ingin berdamai dari tunfutanmu, dan dia bersedia
membayar.sseribu Dirham, dan saya memberi jamin Kepadamu akan harta
tersebut”.

2) Pihak fud}u>li>«tidak memberi jaminan kompensasi perdamaian akamyietapi ia
menisbatkan perdamaian itu denganhartanya, misalnya ia megatakan: “Aku telah
berdamai/melakukan perdamaian‘denganbartaku yang jenisnyayini”.

3). Pihak fud}u>li> memberi isyarat-kepada sebuah barang (harta),atau sejumlah
uang yang ada saat itu, dengan-berkata: ““Atas tanggungan saya harta’itu”.

Ketiga hal di atas dianggap sah.untuk perdamaian.

4)Adapun jika pihak fudju>li> memutlakkan perkataanya kepada pihak penggugat:

“Aku berdamai dari tuntutanmu ini terhadap si fulan dengan kompensasi seribu

dirham”, dan ia tidak memberi jaminan dan tidak pula menyandarkan

(perdamaian) itu kepada hartanya, serta tidak memberi isyarat kepada harta

tertentu, lalu tidak menyerahkan kompensasi perdamaian, maka keabsahan

SWaza>rah al-Augaf wa al-Syu>n al-Islamiyyah, al-Mausu>’a/ al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah, Juz. 32 (Cet.
I; Mesir: Mata>bi’ Da>r al-S{afwah, 1427 H), h. 177.

52¢Ala’ al-Din Alf bin Khalil al-Tarablist al-Hanafi, Mu 'in al-Hukkam fi Ma Yataraddad Baina al-Khashmaini
min al-Ahkam, (Cet. I: Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 123.
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perdamaiannya itu tergantung/terikat kepada pihak mudda’a ‘alaihi (yang

tergugat).>

Imam al-Sarakhsi> berkata: s}ulh} fud}u>li> dianggap sah jika s}ulh} fud}u>li>
menisbatkan perdamaian itu kepada dirinya sendiri, atau ia menbgadakan perdamain
dengan membayar sejumlah uang, atau menjamin akan memberi kompensasi. Semua ini
dikategorikan amal kebaikan baginya wuntuk orang tertentu (yang tergugat), dan
konsekuensi dari perdamaian itd pada orang yang tergugat bebasnya ia dari tuntutan
utang.>*

Beliau (al-Sarakhsi>) menambahkan: “Jika seseorang fud}u>li> berkata kepada
penggugat, “Tergugat tclah mengakui kepada saya,/bahwa Anda benar dalam tuntutan
Anda, maka buatlah perdamaian dengan saya atas sejumlah harta, dan saya‘menjamin hal
itu untuk Anda;? lalu penggugat _setuju untuk berdanidr dengannya, maka perdamaian
tersebut sah berdasarkan kesepakatam\Diketahuwbalwa dergan pengakuannya, harta
tersebut _tidak menjadis kéwagihan' tergugat., Namun, petdamaian ini sah melalui cara
penggugtiran hak karenahak'telah tampak dipihek penggugatsbukan tergugaisDemikian
juga jika perdamaian’ dilakukan dengan tergugat, babkan leBth utafa; Karena tergugat
mendapat manfaal darijperdamaian ini, sedangkan prhak Ketiga-tidak mendapat manfaat
dariiya. Kewajthanharta,sebagai@anti rugi atas pengguguran hakrletiih cepat berlaku
kepada pthak yang mendapat,manfaat (pihak tergugat).dari perdamaian int, daripada
kepada pihakyangtidaksmendapat manfaat-darinya (pihak ketiga).>

2= Menuktt MazhabsMaliki

Mazhah, Meliki memandang| hahwa lakan | kebolghan s}ulli} wfud}u>li>, dan
bahwasanya pihak-fudyu=li=> wajib menunaikan-konsekuensi dari perdamaian yang dia
buat tersebut.

Imam akHat}t}a=b al-Maliki menegaskan: s}ulh} fud}u=li>"hukumnya boleh.
Ibnu Farh{un menegaskan dalam kitabnya “Tabs}i>rah al-Hukka=>m;, bahwa boleh bagi
seseorang mengadakan perdamaian dengan selainnya, baik karena diberrwakalah (kuasa
sebagai_perwakilan) madpun tidak diberi wakalah. Hal demikian, seperti jika'seseorang
mengadakan perdamalan dengan orang.lain aias utang yang ada pada orang lain. Dan
orang yang membuat perdamaian itu tetikallengan konsekuensi darinya.>®

Dari perayataan Ibnu Farhun ‘yang” dikaiip oleh al-Hat}t}a>b, mampak dalam
mazhab Maliki bahwa syulh} fudju=k> teranggeq, dan pihak.fud}u>li yang mengikat
perdamaian itu terikat dengan segala kansekuensi perdamaian yang dia buat.

3. Menurut Mazhab Syafii

S{ulh} fud}ju>li> dalam pandangan ulama-ulama sya>fi’iyyah dirincikan
berdasarkan pada ikrar (pengakuan) pihak tergugat atau pengingkarannya, dan
bahwasanya objek sengketanya adalah barang atau hutang (tanggungan).

53Ubaydilla>h bin Mas'u>d, Syarh al-Wiga>yah, Juz 4, (Cet. I; ‘A>mman>, Da>r al-Wara>g, 2006 M), h.
235.

5*Muh}ammad bin Ah{mad bin Abi> Sahl al-Sarakhsi>, al-Mabsu>t}, Juz 20 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah,
tth.), h. 144,

S5Al-Sarakhsi>, al-Mabsu>t}, Juz 20, h. 142.

S6Muh}ammad bin Muh}ammad al-Tarablisi al-Hat}t}a>b al-Maliki, Mawa>hib al-Jali>I fi> Syarh}
Mukhtas}ar Khali>l, Juz. 5 (Cet. lll; Beirut: Da>r al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 81.
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Menukil perkataan Imam al-Syafi’i>, Imam al-Ma>wardi> berkata: Bahwa tidak
mengapa seseorang mengakui apa yang ada pada pihak tergugat, lalu dia menunaikan
kompensasi kepada pihak penggugat dari apa yang ia sepakati atasnya; dan hal itu
teranggap sah hukumnya atas dua hal:

a. Objek gugatan merupakan hak yang berada dalam tanggungan/zimmah (misalnya:
hutang).
b. Objek gugatan berupa barang/benda yang nyata.

Jika objek gugatan hak yang berada dalam tanggungan/zimmah, maka ia (pihak
fud}u>li>) boleh berdamai dengan orang lain terkait dengannya setelah adanya
pengakuan atas hak tersebut, baik ia mendapatizin untuk berdamai maupun tidak. Sebab,
perdamaian inkmengharuskan adanya pengguguran utang dan bebas darinya. Dan hal ini
tidak butuh izin‘dari pihak yang herutang. Ini semisal séseorang yang mebayarkan utang
orang lain tanpa izin, hukummya bolehimaka demikian,pula tiengan orang yang mengikat
perjangian tanpa izin untuksaenggdgurkan utang orang 'aiiq;

Sedangkan jika objekisgngketa adalah barang yang myata,,maka perdamaian dari
pihak fud}u=h> tidak {&pas dari dua hal:

a. Pihak fud}u>t=~mangikat perdamaian untuk dirinya sendiri-
baRihak fud}uzli=mengikat perdamaian atas nama pihak tergugat-denis ini tidak kefuar
dari dua'kondisr: la berdamai berdasarkan izin tergugat@tau tanpa izin\tergugat.

Jika ia mengikat perdamaian tanpa lizin tergugat, maka ulama-<tlapie kami berbeda
pendapat di datasinya:

Pendapat pertamay=perdamaian |yang dilakukan teranggap sahyini merupakan
pendapat Aby>"al-Abba>s bin Suraij, -Abuz—Ali> al-T{abari>, danAby> H{ami>d.
Alasannya, jikaymengikat perdamailan—ianpa—izin pada objek yang berada dalam
tanggungan/zimmah, itu hukumnya boleh, maka pada objek barang yang jelas pun boleh
diselenggarakan tanpa.izin.

Pendapat kedua, perdamaian yang dilakukan dianggap batil selama tidak ada izin
dari pihak tergugat; ini mertpakan pendapat Abu> al-T{ayyibbin Salamah;Abu> Sa’i>d
al-Is}t}akha>ri>. Sebabgjenis ini termasuk perdamaian dalam hahkepemilikanakan suatu
barang, dan ia tidak sah jika tanpa izisiapa-yang. memilikinya. Kasusnya sama dengan
seseorang yang membeli barang untuk orangfairtanpa perintahnya (izinnya). Dari makna
ini, nampak perbedaan dengan objek gugatanidatam bentuk tanggungan/zimmah, sebab
tujuannya adalah ibra’ atau penghapusan/pembebasan. Dan boleh bagi seseorang untuk
membebaskan orang lain dari tanggungan (misalnya hutang) tanpa izin dan perintahnya.®’

4. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hanabilah berpandangan, bahwa jika pihak fud}u>li> berdamai dengan
pihak penggugat terkait satu barang maka perdamaian yang dibuat teranggap sah, dan dia
(pihak fud}u>li>) tidak bisa meminta kembali apa yang telah dibayarkan (kepada pihak
yang dibanu/tergugat) menurut pendapat yang lebih sahih.

Dalam al-Mugni>, Ibnu Quda>mah berkata: Jika pihak fud}u>li> membuat
kesepakatan atas nama orang lain yang menyangkal (pihak tergugat), hukumnya sah, baik

57Abu> al-H{asan °Ali> bin Muh}ammad bin Habi}b al-Ma>wardi>, al-H{awi> al-Kabi>r fi> Figh}
Mazhab al-Sya>fii>,, Juz. 6 (Cet. |; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘lImiyyah, 1419 H/1999 M), h. 373-374.
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ia mengakui kebenaran tuntutan penggugat atau tidak, dan baik dengan izin penyangkal
maupun tanpa izinnya.

Selanjutnya, jika berdasarkan izin pihak tergugat, maka posisinya sebagai wakil
yang bekerja atas namanya. Sedangkan jika tanpa izin tergugat, maka itu merupakan
bentuk perbuatan sukarela untuk membebaskan pihak tergugat dari utang atau tuntutan.
Dan hal tersebut hukumnya boleh kendati tanpa izin pihak tergugat. Dalilnya, sikap Abu>
Qata>dah yang membayarkan hutang seorang mayyit tanpa izinnya. Akan tetapi, jika ia
mengikat perdamaian, tanpa izin tergugat,. maka dia tidak hisa meminta kembali
(kewajiban kompensasi), atas pihak tergugat, sebab kewajiban membayar hutang belum
jatuh tempo atasnya, dan juga karena dia menunaikan dari jpihak tergugat apa yang
memang seméstinya akan ditunaikan olefinya (pihak tergugat),®®

Dari papaian di atas nampak bahwa para ulanid sepakat akan Keabsahan s}ulh}
yang diselenggarakan oleh seorang fuduli, yaknisgikalk' pinake ketigad yang ikut campur
dalamaurusan sengketa yang-ierjadi antara dua pihak unttrk.iujuan.mendamaikan. lKkendati
kemudianidalam rincian dan persyaratannya, para ulama lintas mazhab berbeda-beda di
dalamnya.

KESIMPULAN

Penelitian ‘ini“menyimpulkan bahwa ulama fikih@memiliki\pandangan penting
mengenai peran dang ‘keiiga dalam proses perdamaian’ ataursiulh}dedju>li> dalam
penyelesaian Sengketa. Dalam ketigaimazhah), terdapat persetujuan bahwa pihak ketiga
dapat“terlibat dalam presestperdamaian dengan |beberapa“ketentuanyMazhab hanaft
memberikan ‘keaBsahan perdamaian hahkan tanpa izin tekgugat asalkan \pihak ketiga
menjamin pembayatan. Mazhab syafit-menekankan tanggung jawab, pihak ketiga dalam
hal kompensasisy@ng, diberikan, terutama jika barang tersebut milik grangvainmiviazhab
hanbali mengizinkan pembebasan hutang oleh pihak ketiga tanpasyaratyang merugikan
pihak lain, tetapipembayar tidak dapat menuntut kembali kecuali adajjaminan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap konsepyperdamaian,
sengketay dan mediasi dalam Islam sangat-penting untuk memastikan perdamaian yang
sah sesuai prinsip agama. Penelitian-n juga enunjukkan bahwa, penerapan Konsep
perdamaian olehdpihak ketiga dalamiraasaksSi jual beli dan pernikahan memiliki
kesamaan prinsip, dengan penekanan bahwa perdamaian harus memberikan manfaat dan
tidak merugikan pihak-pihak terkait. Literatur klasik menegaskan bahwa perdamaian oleh
pihak ketiga dapat dianggap sah dalam:situasi tertentu, jika memberikan keuntungan bagi
tergugat tanpa merugikan pihak lain.
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